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ABSTRACT

The purpose of the study was to determine whether the implementation of public sector accounting based
on the conceptual framework affects the quality of government financial reports. This research uses a
qualitative descriptive method, which involves identification, evaluation, and interpretation of previous
research results. The results showed that the conceptual framework is not only a reference in the
preparation of accounting standards, but also directs the implementation of accounting standards that
support the improvement of the quality of financial statements despite several obstacles such as human
resource competencies and infrastructure..
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Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah implementasi akuntansi sektor publik yang berpedoman pada
kerangka konseptual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi hasil
penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka konseptual tidak hanya menjadi acuan
dalam penyusunan standar akuntansi, tetapi juga mengarahkan implementasi standar akuntansi yang
mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan meskipun di hadapi beberapa kendalam seperti
kompetensi SDM dan infrastruktur.

Kata Kunci: akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan pemerintah

1. PENDAHULUAN

Penetapan standar akuntansi dan interpretasinya harus diturunkan dari kerangka konseptual yang telah
dirumuskan sebelumnya. Kerangka konseptual merupakan suatu sistem terintegrasi yang dapat mendorong
standar yang konsisten dan menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan
keuangan (Ervina et al., 2022). Dalam perjalanan praktek akuntansi dan implementasi sebuah standar
akuntansi, tentunya sangat mungkin berhadapan dengan permasalahan akuntansi yang rumit dan unik.
Penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo et al., (2023) dan Fitriana et al., (2025) menyatakan bahwa
kerangka konseptual sebagai pembantu dan juga pedoman dalam penyusunan standar akuntansi dan aturan
yang koheran serta sebagai teori akuntansi dalam menyelesaikan masalah dalam penyajian laporan
keuangan. Dalam akuntansi sektor publik juga di perlukan kerangka konseptual, dengan adanya kerangka
konseptual ini maka para penyusun laporan keuangan mempunyai rujukan resmi dalam memberikan solusi
atas permasalahan akuntansi tersebut jika standar akuntansi belum mengakomodasinya (Wardoyo et al.,
2023).
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Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan signifikan sejak penetapan PP No 23 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), salah satu perubahan yang signifikan adalah sistem akuntansi
berbasis kas menuju sistem akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015 melalui PP No 71 Tahun 2010
(Saridawati et al., 2025). Penetapan dan pemberlakuan peraturan tersebut menjadi sangat penting untuk
pengelolaan keuangan negara, demi terwujudnya sistem keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel
dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan aspek penting,
akuntansi sektor publik memainkan peran krusial dalam proses ini dengan menyediakan informasi
keuangan yang relevan dan andal (Putri, 2024). Akuntansi sektor publik merupakan proses manajerial dan
pertanggungjawaban yang mencangkup penentuan pos-pos kegiatan beserta anggaran dananya, sifat dari
pelaksanaan anggaran dalam sektor publik adalah mandotory (Agustina et al., 2023), jika terjadi penerapan
standar akuntansi sektor publik yang kurang tepat atau tidak mudah dipahami oleh operatur maka akan
berdampak pada kualitas informasi laporan keuangan tersebut (Chudri et al., 2023).

Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah juga wajib memenuhi
karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) yaitu
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Hartono & Ramdany, 2020). Fakta yang cukup
menarik untuk dilihat lebih jauh, bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun di Indonesia
masih banyak laporan yang tidak sesuai dengan SAP (Imalia et al., 2023). Beberapa penelitian terkait SAP
dengan kualitas laporan keuangan juga telah dilakukan oleh Ummayyah et al., (2021), dimana penerapan
SAP atas laporan keuangan jelas harus diimplementasi dan dipertahankan oleh pemerintahan. Beriringan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi et al., (2022), Murwani & Astuti, (2023) dan Ramadhan &
Fahrani, (2024) menyatakan bahwa penerapan SAP sangat berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam
menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak luar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang
menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fenomena atau
fakta baru, kerangka konseptual memberikan alasan dasar untuk mempertimbangkan manfaat solusi
alternatif untuk masalah akuntansi atau pelaporan keuangan yang kompleks. Meskipun tidak memberikan
semua jawaban, kerangka konseptual mempersempit kisaran solusi alternatif dengan menghilangkan
beberapa yang tidak sesuai dengannya (Wardoyo et al., 2023).

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik menjadi landasan mendasar mengenai penyusunan laporan
keuangan pemerintah dan entitas sektor publik lainnya, dimana dialamnya memiliki pedoman terkait
prinsip-prinsip, tujuan, dan karakteristik umum dari informasi keuangan sektor publik (Purwati et al., 2023)

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan
keuangan entitas publik, seperti pemerintah dan lembaga-lembaga non-profit. Tujuan utama dari akuntansi
sektor publik adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan transparan
untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana publik. Proses akuntansi ini
mencakup pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan entitas publik, termasuk penerimaan dan
pengeluaran dana serta aset dan kewajiban yang terkait (Susanti et al., 2024).

Akuntansi Sektor Publik diidentikkan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain (sektor)
publik. Domain publik meliputi: badan pemerintahan, perusahaan milik negara, yayasan, organisasi politik
dan massa, lembaga swadaya masyarakat. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, domain (sektor) publik
adalah entitas yang aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. (Murwani & Astuti,
(2023)

2.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan menjadi salah satu alat yang mencerminkan kinerja untuk bertanggungjawab atas
segelala pengelolaan di organisasi tersebut. Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah, dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut memiliki karakteristik yang
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andal, relevan, dapat dipahami, dan dibandingkan. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output
pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik dilihat dari segi yang tidak berwujud.

Laporan keuangan dijabarkan dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan
yang sama. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan harus dapat membedakan informasi yang disajikan
menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan informasi lainnya yang bukan merupakan subjek yang diatur
dalam pernyataan standar. Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Jusmani et al., 2022)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, mencakup kegiatan seperti pengumpulan data
perpustakaan, metode membaca dan mencatat, serta metode pengelolaan bahan penelitian yang bertujuan
untuk memecahkan masalah dengan menggunakan studi jurnal yang telah dilakukan. Sumber-sumber yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi: Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah No.
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jurnal ilmiah, buku-buku teks akademik tentang
akuntansi sektor publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik memiliki peran sebagai pembentuk dasar standar akuntansi
keuangan, penyajian informasi yang konsisten, pengeidentifikasian aspek-aspek penting dalam pelaporan
keuangan, penjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mengakomodasi jika ada perubahan lingkungan
dan praktik bisnis (Purwati et al., 2023). Peran pembetukan standar akuntansi keuangan ini yang akan
membantu palaporan keuangan pun lebih terjamin ke konsistenannya, akuntabel dan transparan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
menjadi fondasi utama bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. SAP
berbasis akrual memungkinkan pengakuan transaksi keuangan saat hak dan kewajiban muncul, bukan
hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih
lengkap dan relevan untuk pengambilan keputusan dan pengawasan.

Implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual telah terbukti meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah. Dengan penerapan standar akuntansi yang jelas dan baku, laporan keuangan kini
disusun secara lebih terstruktur dan komprehensif, tidak hanya mencakup arus kas tetapi juga aset dan
kewajiban pemerintah. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, untuk
memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah. (Putri,
2024)

Implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual di Indonesia telah menunjukkan dampak signifikan
terhadap kuaitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi ini memudahkan
pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah. Hal serupa juga diungkapkan oleh
Tarigan dan Nurtanzila (2024), yang menyatakan bahwa penggunaan basis akrual sebagai bagian dari
reformasi birokrasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
manajemen keuangan. Dengan demikian, Kerangka konseptual memberikan acuan sebagai penyusunan
standar akuntansi, yang kemudian diimplentasikan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan agar lebih
mudah dipahami oleh pengguna.

Meskipun manfaatnya signifikan, implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual masih menghadapi
beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten
dalam bidang akuntansi sektor publik, terutama dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip akuntansi
berbasis akrual secara menyeluruh. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai juga
menjadi hambatan dalam penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang cepat dan akurat. (Putri, 2024)
Variasi kapasitas dan karakteristik antar pemerintah daerah juga menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap
standar akuntansi berbeda-beda. Hal ini menuntut adanya peningkatan pelatihan, pendampingan, dan
pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah pusat dan lembaga terkait agar implementasi SAP dapat
berjalan optimal di seluruh wilayah.

Meskipun terdapat tantangan, penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual telah memberikan
kontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Untuk mencapai hasil yang
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optimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan
kualitas laporan keuangan pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif, mencakup aset dan kewajiban,
serta dapat diakses publik melalui platform digital resmi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber
daya manusia yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang belum memadai masih menjadi hambatan
dalam optimalisasi implementasi tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur teknologi guna memastikan keberhasilan
implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual secara menyeluruh.
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